BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka
peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Kinerja pendamping Lokal Desa di Desa Nginamanu Barat Kecamatan

Wolomeze Kabupaten Ngada :

a. Prestasi Kerja (achievement)Pendamping Lokal Desa belum
memperlihatkan hasil yang positif dan pelaksanaan pendampingan belum
melaksanakan dengan baik karena jarak ,kondisi medan yang kurang
memadai serta putusnya komunikasi karena keterbatasan jaringan seluler
yang menghambat proses pelaksanaan tugasnya sebagai pendamping lokal
desa.

b. Keahlian (Skill)) dari Pendamping Lokal Desa masih rendah karena belum
memiliki pengalaman kerja dalam bidang pembangunan.

c. Perilaku(attitude) terkait dengan pertanggungjawaban kerja dari
Pendamping Lokal Desa tidak sesuai dengan pelaksanaan kerja yang
sesungguhnya karena belum terlalu fokus pada tugas pokok dan fungsinya
sebagai Pendaping Lokal Desa serta belum sepenuhnya memahami dalam
penyusunan RPJMDes

d. Kepemimpinan (leadership)) terkait dengan koordinasi bidang

pembangunan yang dilakukan oleh Pendamping Lokal Desa dengan



kepala desa belum melaksanakan dengan maksimal sehingga pendamping
Lokal Desa kurang mengetahui permasalahan pembangunan yang ada di

Desa Nginamanu Barat.

2. Faktor yang mempengaruhi kinerja Pendamping Lokal Desa di Desa

Nginamanu Barat Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada

a.

A.Saran

Kualitas dan kemampuan, terkait dengan etos kerja, motivasi kerjayang
dimiliki oleh Pendamping Lokal Desa masih rendah halini dipengaruhi
oleh proses pelatihan. pelatihanhanya dilakukan satu kali sehingga
pengetahuan yang diserap tidakmaksimal proses tersebut mempengaruhi
kinerja PendampingLokal Desa di Desa Nginamanu Barat Kecamatan
Wolomeze Kabupaten Ngada dalam percepatan pembangunan desa.

Sarana pendukung, untuk sarana kerja dari Pendamping Lokal Desa di
desa Nginamanu Barat tidak tersedia. Sedangkan untuk lingkungan kerja,
seperti lokasi bermasalah yang belum di sepakati dan kondisi medan
kadang sangat sulit untuk di lewati oleh kendaraan karena jalan yang di
lalui merupakan kaplin orang yang tidak di ijinkan untuk kendaraan yang

mengangkut material.

1. sebaiknya pemerintah untuk segera melakukan evaluasi secara langsung

mengenai kinerja dari pendamping lokal desa, pemerintah dapat memberikan

reward kepada pendamping lokal desa yang berprestasi agar bisa lebih

bermotivasi pendamping untuk melaksanakan tugas dengan maksimal. serta



memberikan punishmentuntuk pendamping yang tidak menjalankan tugas
dan kewajibannya

. Pendamping Lokal Desa harus mengikuti pelatihan yang berupa pelatihan
fisik agar pendamping dapat menjalankan tugas dengan maksimal, pelatihan
moral dan spiritual agar didapatkan pendamping yang jujur dan
berkompeten, pelatihan kedisiplinan agar didapatkan pendamping yang
bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas, pelatihan kepemimpinan agar
pendamping bisa mengkoordinasikan pekerjaan dengan baik. Dan
pendamping lokal desa harus memiliki pengalaman kerja yang menjadi
bagian dari tugas pokok dan fungsi.

Untuk pemerintah desa harus menyediakan sarana kerja untuk Pendamping
Lokal Desa untuk memotivasi pendamping dalam melaksanakan tugasnya
dalam peningkatan pembangunannya di desa.

. Pemerintah perlu merevisi kembali persyaratan rekrutment pendamping desa
mengenai kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja dari calon
pendamping lokal desa dan harus sesuai dengan bidang pekerjaan yang akan
di lakukan.

. Pemerintah perlu membentuk tim satuan kerja untuk melakukan peninjauan
langsung terhadap bagaimana perilaku dan bentuk pertanggungjawaban kerja

yang di lakukan oleh Pendamping Lokal Desa
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